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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 69 TAHUN 1993
TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

w

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 ten-
tang Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai penyeleng-
garaan angkutan barang di jalan;

bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
diatur Jebih lanjut dengan Keputusan Menleri Perhubungan;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (L.embaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomior 1 Tahun 1992
tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor
14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3293},

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan
Jalan {Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527);



Menetapkan

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tcntang Pokok-
pokok Orpanisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor L5 Tahun 1384 tentang Susunan
Organisasi Departemen sebagaimana telab diubah terakhir
denpan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993,

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/0T.002/ Phb-80
dan KM.164/0T.002/Phb-80 lentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah tecakhir
dengan Kepulusan Menteri Perhubungan Nomor KM, 58 Tahun
1991;

MEMUTUSKAN:

dengan mencabul Kepulusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Teleko-
munikasi dan Pariwisata Nomor L. /1716 tentang Pencabutan Surat
Keputusan Menteri Pechubungan tanggal 22 April 1953 Nomor L.1/3/2
setelah diubah dan ditambah terakhir dengan surat Keputusan Menteri
Perhubungan Nemor L.1/2/1; ‘

KBPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYE-
LENCGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Anpkutan adajah pemindahan orang danfatau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

2. Kendaraan adaiah suatu alat yang dapat bergerak di jalan,
lerdirt dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotot;

3. Kendarnan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh pera
latan teknik yang berada pada kendaraan itu;

4, Kendaraan umuin adalah setiap kendaraan bermotor yang disedi-
akan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
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12,

13.
14,

Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suaiu
sumbu yang menekan jalan;

Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berba-
haya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;

Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena
sifat dan ciri khas serla keadaannya, merupakan bahaya terhadap
keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesc-
hatan manusia dan makhluk hidup lainnya;

Barang khusus adalah barang yang karena sifal dan bentuknya
harus dimuat dengan cara khusus;

Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipe-
cah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebiti
muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi
ukuran maksimum yang telah ditetapkan; -

Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yaag
menjadi satu kesatvan jaringan pelayanan angkutan barang;

Pengangkul bahan berbahaya adalah orang atau badan yang secara
sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari
tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir :

Peti kemas adalah peti kemas sesuai International Standard

- Organization (ISQ) yang dapat dioperasikan di Indonesia;

Awak Kendaraan adalah pengemudi dan pémbantu pengentudi;

Direktur Jenderal adalah Direkiur Jenderal Perhubungan Darat,

BAR I

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

(h

Pasal 2

Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya
dilakukan dengan menggunakan mobil barang.



{2)  Penganpkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayal {1) ter-

diri dan :

a. barang umum;

b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat
berat.

(3) Pengangkutan haﬁmg sebagaimana dimaksud dalam ayat (!)
dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil

penumpang dan mobil bus dengan ketentuan dmm]ah barang yang
. diangkut lidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

{4} Penganglcutan. barang dengan mengpgunakan sepeda molor seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak
melebihi stang kemudi;
b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeler dari atas
tempat duduk pengemudi,
Pasal 3

Wilayah pengoperasian angkulan barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), di mulai dari lempat peimuaian sampai tempat tu{juan
pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah ad ministralif dan/atau
lintas batas negara.
Dagian Pertama
Angkutan Barang Umuin

Pasal 4

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan
kendaraan tidak umum.

Paragraf |
Ciri-ciri pcla:.raﬁan
Pasal 3

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan scba-
gai berikut ;
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a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
C. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang yang

selanjutnya dalam Keputusan ini disebut mobil barang.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 6

(1) - Mobil barang umum. sebagaimana dimaksud dalam Pasal §
‘huruf ¢ wajib memenuhi :

a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kenda-
raan di samping kiri dan kanan;

b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.,

(2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dalam Lampiran I

Keputusan ini.
Paragraf 3

Thta Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 7

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi
ketentuan :

a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan,
kelancaran dan ketertiban falu lintas;

b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkut-
nya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan

dtikat dengan kuat.
Pasal 8

(1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang
mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter,

[PV R L]



(2)  Bagian yang menonjol lebih darl 1,006 milimeter, harus diberi
tanda yang dapat memantulkan cahaya sebagaimana dalam
Lampiran 1 Keputusan ini yang ditempatkan pada ujung muatan,

Frasal 9

Apabita barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu alau
pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-
lanipu dan pemantul cahaya.

Fasal 10

1y  Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang
harus disusun dengan baik sehingpga beban terdistribusi secara
proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

(2)  Distribusi nwalan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat unluk
masing-inasing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah beral yang
diperbolehkan.

Bapian Kedua
Angkutan Bahan Berbahaya
Pasal 1l

(13 Angkulan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan
xendaraan bermolor yang memenuhl persyaratan teknis dan laik
jalan serta sesuai dengan peruntukkannya. .

(2 Bahan berbahaya scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) di klasi-
fikasikan sebagai bertkut :

mudah meledak; .
pas mampat, gas cair, gas lerlarut pada tekanan atau
pendinginan tertentd,

cairan mudah menyala;

padatan mudah menyaia;

oksidator, peroksida organik;

racun dan bahan yang mudah menular;

radio aktif;

Lorosif;

berbahaya lain.

=
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Pasal 12

Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berba-
hara sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang tingkat
bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjalaran cepat serta

enanganan dan pengamanannya sulit, pengangkut bahan berba-
ﬁaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur
Jenderal sebelum pelaksanaan pengangkutan,

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :

a. nama, jenis dan jumiah bahan berbabaya yang akan diang-
kut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan
berbahaya dari instansi yang berwenang;

b. tempal pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pem-
berheatian, dan tempat pembongkaran;

c. indentita‘s dan tanda kualifikasi awak kendaraan;

d. waktu dan jadwal pengangkutan;

e. jumlah dan jeais kendaraan bermotor yang akan diguna-

kan untuk mengangkut.
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima
secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan jawaban secara

tertulis,
Paragraf |
Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 13

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan
sebagai berikut:

a.

b.

prasacana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;

tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan mem-
bongkar;

dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai
dengan peruntukannya;



(1)

()

mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi
yang berwenang,

pelayanan Jambat,

memiliki landa-tanda khusus, yang kiasifikasinya sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran IIT Keputusan ini.

Parapmaf 2
Persyaratan
Pasal 14

Kendaraan bermotar angkulan dahan berbahaya harus memenuhi
persyaratan ;

a. Plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf {f) yang harus melekal pada sisi kiri,
kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor yang
ukuran dan bentuk seria conich penempatannya sebagai-
mana dalam Lampiran IV Keputusan ini;

b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri,
kanan dan belakang badan kendaraan, yang ukuran, dan
warna sebagaimana dalam Lampiran IV Keputusan ini;

C. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard,

d. kotak obat lecngkap denpan isinya;

c.  alat pemadam kebakaran,

Selain persyaratan schagaimana dimaksud dalam ayat (1),
kendaraan bermolor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus pula memenubhi
persyaratan tambahan :

a, radio komunikasi yang berlungsi sebagai alat untuk
berkomunikasi anlara pengemudi dengan pusat pengendali
operasi dan/ atau sebahknya;

b, kaca mata dan masker untuk awak kendaraan:
c. sarung tangan dan baju pengaman,
d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan

di atas atap ruang kemudi;
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€. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan
bahan berbahaya.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya -
Pasal 15

Untuk menaikkan danfatau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari
kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi
ketentuan :

a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus
dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan
pengaman darurat; :

b dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak
mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban
lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya; :

c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah
yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;

d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang
memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 16

(N Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam
kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
(2)  Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus

diikat dengan kual dan disusun dengan baik sehingga beban ter-
distribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Bagtan ketiga
Angkutan Barang Khusus

Pasal 17

(1)  Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan
kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukkannya,
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Barang khusus scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifi-
kasikan aias :

a. barang curah;
‘4, barang cair;
¢, parang yang memerlukan fasilitas pcndinginan;
d. tambuh-tumbuhan dan hewan hidup,
c, barang khusus lainnya.
Paragraf 1

Ciri-cin Pelayanan

Pasal 18

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-cirl pelayanan
sebapai berikut:

.

b.

(1}

prasarana jalan yang difalui memenuhi ketentuan kelas jalan;

terscdianya tempat, fasilitas perlengkapan memual dan
membongkar;

dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai
dengan perenlukkannya;

pelayanan cepal alau lambat.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 19

Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi
persyaralan :

a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kin dan kanan
badan kendaraan,

b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

10
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) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana dalam Lampiran V Kepu-

tusan ini;
Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus
| Pasal 20

Untuk menaikkan dan/ atav menurunkan barang khusus harus memenuhi
ketentuan :

a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat
bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan

diangkut;

b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak
menggangpgu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban

lalu lintas;
c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus

diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban ter-
distribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 21
Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang
terluar mobil barang pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, :

Bagian Keempat
Anglutan Peti Kemas

Pasal 22
Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengang-
kut Peti Kemas,

Pasal 23
Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,

ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas dengan Keputusan
Direktur Jenderal,

11



Paragraf i
Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 24

Pelayanan angkutan Peli Kemas mempunyai ciri-cint pelayanan sebagai
berikut :

d,

b.

(1

(2}

melajui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;

tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan mem-
bongkar;

dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dan satu kenda-
raan bermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan;

pelayanan lambat.

Paragraf 2
Persyamian
Pasal 23

Kendaraan khusus angkutan petl kemas wajib memenuhi persya-
ratan :

a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan
badan kendaraan;

b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard,
Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (I) huruf a sebagaimana dalam Lampiran V1
Keputusan ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkulan Peti Kemas

Pasal 26

Untuk menaikkan danfatau menurunkan peti kemas harus memenuhi
ketentuan :

12



L ne

a. menggunakan alat bongkar muat berupa forklif atau crane;

b. dilakukan pada tempat-lempat yang telah ditetapkan dan tidak
mengganggu keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu'lintas,

Pasal 27
Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti
kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus diikat dengan

me_nigunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat
peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

Bagian Kelima
Angkutan Alat Berat
Pasal 28

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan
peruntukkannya,

Pasal 29

(1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat
dan/atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan,
pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan persetujuan
kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan pengangkutan.

(2) -Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai:

a. jenis alat berat yang diangkut;

b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pem-
berhentian, dan tempat pembongkaran;

c. waktu dan jadwal pengangkutan;

d. jumlah dan jenis mobil barang yang akan digunakan
untuk mengangkut.

(3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima
secara lengkap, Direktur Jenderal memberikan jawaban secara
tertulis.

i3



Parapraf 1
Ciri-cin Pelayanan

Pasal 30

Pelayanan angkutan alat beral mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai
berikut: .

d.

b.

(1)

(2)

(3)

prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;

tersedianya tempat, fasililas perlengkapan memuat dan mem-
bonglkar; .

pelayanan lambat;

dilayani oleh maobil barang pengangkul alat berat yang sesual
dengan perunlukkannya;

melalui lintas yang telah ditentukan.

Parapmaf 2
Persyaralan
Pasal 31

Mobil barang pengangkut alat beral wajib  memenuhi
persyaratan |

a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan
badan kendaraan;

b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana dalam Lampiran V1I Kepu-
[usan int.

Sclain persyaralan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}, mabil
harang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan
tambahan :

a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas
alap kendaraan;

b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pen ganghkutan alat
beral.

i4
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Paragraf 3
Tata Cara Péngangkutan Alat Berat

Pasal 32
Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat harus memenuhi keten-
. tuan :
a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat

bongkar muat yang dapat berupa forklif atau crane;

b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak
men]gganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas;

c. pemuatan alat berat dalam tuang muatan mobil barang harus
ditkat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban ter-
distribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 33
Apabila alat berat yang diangkut oleh mobil barang sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28, menonjol melebihi bagian terluar belakang

kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana’dimaksud
délam Pasal 8 dan Pasal 9,

BAB I
TZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 34

Pengusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dapat dilaku-
kan oleh :

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah :
badan usaha milik swasta nasional;

koperasi;

perorangan warga negara Indonesia,

Pasal 35

oo

*

(1)  Untuk melakukan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, wajib memiliki izin usaha angkutan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 68 Thhun 1993 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

15



(2)

(1)

(2)

(1)

{2)

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persya-
ratan ; '

a, memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemochon yang
berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi
pemohon ying berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi
pemohon perocangan;

c, memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
d. memiliki surat izin tempat usaha (STTU);

e, pernyataan kesanggupan untuk memiliki atas  menguasai
8 {limz) kendarazn bermotor untuk pemohon yang berdo-
misili di pulau Jawa dan Sumatera;

[, pernyataan kesanggupan untuk menyediakan {asililas
penylmpanan kendaraan,

Pasal 36

Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (13, diajukan kepada :

a. Bupali atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I
sesuai domisili perusahaan;

b, * Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakaria untuk
pemohon yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

¢, Gubernur Kepala Daerah Tingkat { Propinsi Riau untuk
pemohon yang berdomisili di Kotamadya Administratif
Batam.

l[zin usaha angkutan diberikan coleh pejabat sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1).

Pasal 37

Pemberian atau penolakan izin usaha, diberikan oleh pejabat
pemberi izin selambat-lambaltnya dalam jangka wakiu L4 (empat
belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap,

Peaclakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana
dimaksud daiam ayat (1) disampaikan secara tertulis denpan
diserlal  alasan penclakan.

16
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Pasal 38

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, bentuk izin usaha angkutan,
pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formu-
lir laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan, sebagai-
mana dalam Lampiran VIII Keputusan ini.

Pasal 39

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan '
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diwajibkan :

a,

memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima)
kendaraan sesuai dengan peruntukkan, yang memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan;

awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi

pengemudi; -

memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan
(pool kendaraan); :

melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam
waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan bidang usaha angkutan;

melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi
izin usaha angkutan; .

melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau
domisili perusahaan, dengan menggunakan formulir sebagaimana
dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 40

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pengangkut
bahan berbahaya diwajibkan pula untuk mematuhi ketentuan :

a.

mobil barang pengangkut bahan berbahaya tidak boleh dipergu-
nakan untuk mengangkut bahan makanan atau barang lain yang
dapat membahayakan keselamatan serta terhadap jiwa atau
kesehatan manusia dan makhiuk hidup lainnya;

17
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awak kendaraan yang beroperasi harus memiliki kualifikasi di

bidang angkutan bahan berbahaya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

mﬂbll barang yang sedang mengangkut bahan berbahaya harus

dijaga oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi, selama
berhent atau parkir.

BAB 1Y

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ANGKUTAN BARANG

(1

(2)

(3)

Pasal 41

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha angkutan dan
instansi yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di-
bidang angkutan barang, wajib menyelenggarakan sistem infor-
masi manajemen angkutan barang.

Sistem informasi schbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan
anghkutan dari laporan yang disampaikan oleh pengusaha angkutan
dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
perencanaan angkotan, pengawasan dan pengendalian perusa-
haan angkutan,

Kelentuan lebih Janjul mengenai sistem informasi sebagaimana
dimaksud dalam avyat (2}, ditetapkan dengan Keputusan

-Direktur Jenderal.

BABR ¥
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin usaha angkutan pada saat
berlakunya Keputusan ini, selambat-lambatnya dalam waktu ! ({satu)
tabun sejak ditetapkan keputusan ini harus menyesuvaikan izin
usahanya dan memenuhi kelentuan sebagaimana diietapkan dalam
Kepulusan ini.

L3



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal 17 September 1993,

Ditetapkandi: JAKARTA
Pada tanggal : 9 September 1863

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ;

Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para
Kepala Badan dilingkungan Departemen Perhubungan;

Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat [;

Para Kepala Kepolisian Daerah;

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perlubungan;

Para Kepala Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal  Perhubungan Darat;
Para Kepala Dinas LLAJ Daerah Tingkat I;

N =
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN
CONTOH Nomor : KM 69 Tahun 1993

Tanggal : g September 1993

TANDA YANG MENONJOL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

DIBELAKANG

I 50 mm

8610 mm







KELAS 8  KELAS 9
KOROSIF ZAT-ZAT LAIN




Cambar 1 :  CONTOH BENTUK PLAKAT

Untuls di Kendaraan:"A" 25 cnl.
- o | IIBII 50/0 HAII
Untulcdi Kemasan: "A" 10 cm.
”B” 50/0 IIAH



LAMPIRAN ¥ KEPUTUSAN MEN']"BRI PUERHUBUNGAN
NOMOR - KM 69 Tahun 1993
TANGGAL : 9 September 1993

UKURAN DAN WARNA NAMA PERUSAHAAN

Unluk mobil barang pada bak/bok kendaraan wmpm;, Kirt dan kanan  ditalis npoe

perusahinan dengan ketentuan :

a. Ukucan hivral maksimum lh Ukuran tulisan maksimum
I} paajang : 2500 mm

1) lebar : 210 nun
2) lebar ;600 mm

2) tinpgi : 390 mum
3 tebal 2 60 nun

c, Warna
1) Dusar s putil
2) Hurul s meral

e MENTERIPERMUBUNGAN

ANTO DHANUTIR'TQ



KIPUTUSAN MEN'I'J.-‘.R[ PERIHUBUNGAT
NOMOR POKM 69 Taliun 1993
TANGGAL : 9 September 1993

LAMPIRAN Vil

UKURAN DAN WARNA NAMA PERUSAHAAN

Nama perusahaan ditulis disamping kiri dan kanan pinte  kendaraan dibawah nomor v

kendaraun perusahaan dengan ketentuan :

a. Ukuran huruf b. Ukuran tulisan -
1) lebar : 50 mm 1) panjang : 500
2) tinggi : 100 mm 2) febar 2 100 munt
3) tebat : 10 mm :

C Waritia huruf merah




Alamat lengkap

Contoh - : 1

" NAMA PERUSAHAAN/KOPERAST/PERORANGAN

~ No, Telepon

Nomor : '.'.o-o-o--, N ) 4 6 0 0 8 88
‘Lampiran ¢ 1 (satu) berkas =~ =~ .. "'K epa aa '
_ .7 _-Y¥th. Gubernur Kepala Daerah
perihal : Permohonan Izin Usaha .~ .. ~Khusus Ibukota Jakarta/
.~ Angkutan Dengan Kenda- - Walikotamadya . Kepala
' raan Bermotor Umum. - “Daerah Tingkat II/Bupati
i - -—{ggpala'naerah Tingkat IIX
(sesuai domisill peru-
. sahaan).
1. Dengan hormat dlsampaikan ‘bahwa berdasarkan Pasal
42 ayat (2) U.U No.14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Pemerxntah No.41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan, bersama ini kami dari
PT. /Koperasi/Perorangan .ec.eeecessestosenssorsanes
mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha
Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
2. Surat permohonan untuk memperoleh Izin Usaha

Angkutan sebagaimana dlmaksud dalam butir 1
dilengkapi dengan s 7

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (N P.W.P);

" b. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi/Tanda Jati

Diri Perorangan; . .

. e. . Surat Keterangan- Domlslli Perusahaan,

d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

" e.’ Surat Pernyataan:Kesanggupan Untuk Meniliki

- -atau Menguasai .Kendaraan Bermotor;
£. Surat Pernyataan Kesangqupan Untuk Menyedia-
kan Fasilitas Peny;mpanan Kendaraan Bermotor,

i Demikian ceersnann



Contoh : 2

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA / BUPATI KDH TK. II

NOMOR : TAHUN
TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM

Berdasarkan Pasal 41 Undang - Undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jo. Pasal 18 ayat
(2} Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Jalan dan
berdasarkan permohonan izin usaha angkutan dengan
kendaraan bermotor umum darl ........c0.00.n “aaas
Nomor +...... tanggal .......sve00.... diberikan Izin
Usaha Angkutan kepada :

NAMA PERUSAHAAN ! saicaisiens crieaasenn
ALAMAT KANTOR :

NAMA PIMPINAN
ALAMAT PEMILIK.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ! ...t iiiiiiininnnsnns

* se ar ae

Izin Usaha Angkutan Berlaku Untuk Semua Jenis Usaha
Angkutan Orang Dan/Atau Barang.

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan ...............

adalah sebagai berikut :

1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam
- jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha
diterbitkan. .

2. Pemegang 1zin usaha harus menyediakan tempat
penimpanan kendaraan (pool kendaraan).

3. Letak garasi tersebut dalam ad 1 dalam batas

rooilijn (garis depan).
4. Pemegang izin usaha harus menyediakan alat pemedam

kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan
jika timbul kebakaran.

5. Pemegang izin usaha harus selalu memelihara
kebersihan dalam garasi halaman.

6. Mematuhi '~ peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha

angkutan.



Mambaca

Menimbang
Mengingat

(1)

Contoh H

_ KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA/BUPATI KEPALA DAERAH TK. IT

& B 8 & 08 &0 4 60 % e B s e s 5 5 8 s L L I I B D B R N I R B )

NOMOR :

TANGGAL H

TENTANG
PEMBEKUAN TZIN USAHA ANGKUTAN
WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH. TK. II,

a. "SufatVDirektuf.fJendéfai-ﬁerhubungan Darat
' No..... Tanggal......; .

b. Surat Xepala Dinas LLAJR Propinsi No.....
- Tanggal. ,..}.;‘a* T

c. Surat-iKepala“-Kdntbfr wilayah Departemen

Perhubunganl No..... Tanggal .........}

bahwa dst;

1. Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara

Nomox 3480);

2. Peraturan Pemerintah No.22 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada
Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II

. (Lembaran Negara Tahun 1990 Ne 28,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

. 3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor

. 3527);



Membaca:

Menimbang

Mengingat

Contoh : 4

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA/BUPATI KDH. TK. II

NOMOR :
TANGGAL
TENTANG
PENCABUTAN IJIN USAHA-ANGKUTAN
WALOKOTAMADYA/BUPATI KDH,
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat HO.....
Tanggal...... ;

Surat Kepala Dinas LILAJR Propinsi No.....

‘Tanggal....;

Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan
Propinsi «.....vc00h NOG oo, Tanggal c..vvvvens.;

bahwa dst;

1.

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480);

Peraturan Pemerintah No.22 tentang Penyverahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah tingkat I
dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990
No 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);



Contoh : 5

Nomor : Ceeeee st aaarey enereaas
Klasifikasi : : :
Lampiran : :
Perihal ¢ Laporan Usaha Kepada

Angkutan.

Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

dai

Jakarta

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN BARANG

NAMA PERUSAHAAN

(I N R B R R AR I O B R

s 2

BUI’AN % 8 % % 8 4 & 2 8 s 0 b e
FORM : A)
NO KODE| URATYAN! PELAYANAN JUMLAH.PERJALANAN JUMLAH PENUMPANG
TRY TRAYEK| —~r———mmmmee | m e ot [ £ ot e e o
BUS RIT IJIN AXKTUAL % IJIN AKTUAL %
PIMPINAN PERUSAHAAN ANGKUTAN,
™D
( L) - * B P 4 9 % B 2 P a0 . L N Y I ] )
Tembusan ¢

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi .....
2. Kakanwil Departemen Perhubungan/
Kepala Dinas LLAJ Propinsi ......



Nomor
Lampiran
Perihal

MBLALAN

*e a8 aas

Permohonan Persetujuan

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR ! KM 69 Tahun 1983
TANGGAL : G September 1993

Kepada
Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

Pengalihan Pemilikan di
Perusahaan Jakarta
1. Bersama ini kami beritahukan, bahwa :

Nama :ll....l""lll.llll. llllllll
selaku pimpinan dari

Nama Perusakaan f.....cecveeees tevetnnernenes
NO. Izm Usaha “..l........l.“.' [ E RSN N ERN]

Bermaksud nieminta persetujuan Bapak untuk pengalihan pemili-
kan perusahaan kami.

Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan pengaliban pemil-
ikan perusahaan kami tersebut adalah :

Sedang perubahan pemilikan dimaksud adalah:

a. Nama pemilik semula -
Alamat pemilik semula: ...............

b. Nama pemilik baru T
Alamat pemilik baru D eirresensians .



. Memikian pemberitabuan kKawi dan mohoo kiranya Bapak watui
dapat menystujuinya.

PIMPIMNAN PERUSAHAAN

[-rll+|ll+--| pEimmssmran }

Tembusan :
1. Kakanwil Dep. Perhubungan Frop........ ’
2. Ka Dinas LLAJE Propoc e e

LG5S MENTERI PERHUBUNGAN

NTO DHAMUTIRTO



